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ABSTRAK

PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BANDARA
KUALA NAMU MEDAN
(Studi Penelitian Di DIT Pamobvit Polda Sumut)

Nefri Anri P Sianturi *
Dr. Vita CitaEmiaTarigan, S.H., L. LM **
Abdul RahmanMaulanaSiregar, S.H., M.H.Li **

Tingkat kejahatan yang tinggi dalam pencurian tempat-tempat di kota Medan
khususnya Bandara Kuala Namu menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat
dan pengujung WNA sehingga menimbul turunya pendapatan Negara. Melindungi
dan membuat ketakutan masyarakat dan pengujung WNA merasa nyaman dan aman
adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh anggota Vital Objek Keamanan. Ada
tiga permasalahan yang dibahas,Pengaturan Hukum Objek Vital Nasional Di
Indonesia,Hambatan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan
Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian,dan Peran Direktorat
Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tin dak
Pidana Pencurian.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan diDIT Pamobvit Polda Sumut.

Pengaturan hukum Objek Vital Nasional di Indonesia, didasarkan pada
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital
Nasional, hambatan dan faktor pendukungnya dalam pengamanan Bandara Kuala
Namu ialah sumber daya manusia/kurangnya jumlah anggota personil dan
kurangnyapartisipasi masyarakat/pengelolaobjek vital, sarana dan prasarana. Peran

Direktorat Pengamanan Objek Vital melakukan audit sistem pengamanan objek vital
nasional secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan
objek vital nasional, belum dikembangkansebuah sistem koordinasi yang mencakup
peran dan tugas masing-masing stakeholders.

Peran direktorat seyogyanya melengkapi sarana pengaman yang lebih canggih
agar semua aktivitas di Bandara akan terpantau dan penggunaa jasa penerbangan
merasa aman dan penanggulangan gangguan keamanan dapat dilakukan secara cepat
dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.

Kata Kunci : Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital, Tindak Pidana Pencurian

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi I[lmu Hukum Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Penerbangan dinegeri inikembali menuai rasa tidak aman
danmemalukan. Betapa tidak barang-barang bagasi para penumpang lagi-lagi tak
aman berada didalam tasmaupun kopernya. Maling sudah tidaklagi memandang
tempat, tak mestitempat yang rawan.Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi
merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat,
yang pada gilirannnya menghambat usaha pembangunan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana pencurian yang marakterjadi di Bandara Kualanamu
adalahtindak pidana pencurian bagasipesawat.Apabila kita sering bepergiandengan
menggunakan jasa pesawatterbang, tentunya kita sudah tidak asinglagi dengan urusan
bagasi. Dengandibuat dan disahkannya PeraturanMenteri Perhubungan Nomor 77
Tahun2011 tentang Tanggung JawabPengangkut Angkutan Udara dianggapmampu
melindungi penumpang darikasus-kasus pencurian bagasi tersebut.Setelah 5 (lima)
tahun hadirnya peraturanmenteri tersebut, ternyata masihterdapat kasus pencurian
bagasibermunculan.Terlebih lagi jika haltersebut melibatkan oknum-oknum

ataupekerja dari maskapai itu sendiri.



Seperti kasus- kasus yang berhubungan dengan masalah bagasi, diantaranya
pencurian atau pembobolan isi bagasi, kerusakan, tertukar, terlambat, dan mungkin
salah pesawat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak
mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencurian dan perusakan
bagasi pesawat itu sendiri. Hal ini menimbulkan celah untuk melakukan aksi
pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat yang berakibat pada lemahnya
sanksi bagi pelaku sehingga mereka leluasa untuk melakukan kejahatan tersebut
secara berulang-ulang dan melakukan regenarasi dari pelaku senior ke junior serta
dapat berakibat buruk terhadap citra penerbangan Indonesia di mata dunia.

Berdasarkan mandat Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tersebut, Kepala
Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol:
Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional.
Pedoman sistem pengamanan obvitnas ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi
standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit
pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.’

Meskipun telah ditetapkannya Keppres Nomor 63 Tahun 2004 dan Pedoman
Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, namun implementasi sistem pengamanan
obvitnas masih perlu diteliti agar lebih optimal, bagaimana standar sistem telah

ditetapkan serta ancaman gangguan keamanan, seperti pencurian.Pada Pasal195 dan

1Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 133.



196 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Melihat dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu
kianberkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu
pengetahuandan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat
(social exclution)telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan
terhadap berbagaiobyek vital nasional (Obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat
pengolahan,penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan lain-lain.

Ancaman dan gangguan keamanan terhadap Obvitnas pada akhirnya secara
langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional,
dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem
penyelenggaraan negara serta keamanan nasional. Keppres Nomor 63 Tahun 2004
juga menyatakan bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas harus
memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara
RI serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan
Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5).”

Wolfgang, dikutip oleh Wahju Muljono membagi kriminologi sebagai
perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang
ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan

etiologi kriminal (criminal etiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang

’Kelana, Momo, Memahami Undangu-undang Kepolisian, PTIK-Jakarta, Jakarta. 2009, hal.
30.



membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).Ketidak
nyamanan pada tempat bandara membuat pengamanan objek vital(PAM OBVIT)
semakin penting.’

Guna melindungi serta membuat para wisatawan dan masyarakat merasa
nyaman dan aman adalah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh para
anggota Pengamanan Objek Vital (PAM OBVIT). Dan juga menyelenggarakan
pengawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan, dan
instalasi. Kemudian menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan,
terhadap pelaksanaan pengamanan serta melaksanakan pembinaan teknis, pembinaan
kemampuan dan pelatihan audit sistem pengamanan objek vital nasional. Menurut
BongerAbintoro Prakoso kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).*

Dit pam obvit sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 huruf I Peraturan Kepala
Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun2010 tentang Susunan
OrganisasiDan Tata Kerja Pada TingkatKepolisian Daerah merupakan unsur
pelaksana tugas pokok yang beradadi bawah Kapolda. Akibat sering terjadinya
pencurian di tempat bandara yang ada di Kota Medan inilah menyebabkan adanya
krisis kepercayaan masyarakat, banyak pihak resah dan takut.

Beberapa penyebabketidaknyamanan inilah peranPengamanan Objek Vital

(PAMOBVIT) semakin vital Melindungiserta membuat para wisatawanmerasa

3Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi,Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 177.
“Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013,
hal. 88.



nyaman dan aman adalahsatu tugas pokok yang harusdilakukan oleh para
anggotaPengamanan Objek Vital (PAMOBVIT).Khusus dalam pengamanan tempat
bandara di Kota Medan masih dinilai kurang maksimal halini dapat dilihat masih
banyaknyatindak pidana pencurian yang terjadidan belum ada pengamanan
khususdari pihak pengamanan objek vital ditempat tersebut.

Ada pun pengertian dari pencurian dapat dilihat dari Pasal 362KUHP. Dalam

Pasal 362 KUHPdisebutkan bahwa pencurian yaitu:
"Barang siapa mengambilsuatu benda yangseluruhnya atau sebagianmilik orang lain,
denganmaksud  untuk  dimilikisecara ~ melawan  hukum,diancam  karena
pencurian,dengan pidana penjarapaling lama 5 tahun ataudenda paling
banyaksembilan ratus rupiah".

Direktorat Pengamanan Objek Vital di Kota Medan, sepanjangtahun-
sepanjang tahun terus meningkat. Seperti pencurian ini terjadi pada sabtu tanggal 25
Januari tahun 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di Bandara Kualanamu Medan,
tindakpidana pencurian bagasi yang terjadi di Bandara Kualanamu Medan Empat
orang petugas porter Lion Air yakni Surya KK (27), Boy R.M (29), Joel E.R.P (26)
dan Alfan P.S (30) ditangkap oleh petugas Polresta Deli Serdang. Mereka ditangkap
lantaran diduga mencuri koper milik penumpang yang berisi uang tunai sebesar Rp
34.800.000,00. Salah seorang warga Jalan Permata Kompleks Permata Indah
Pekanbaru, Riau bernama Lina saat itu baru saja tiba di Bandara Kualanamu.

Lina kemudian mengambil koper bagasi hitam di area pengambilan bagasi.

Lina terkejut saat mendapati uangnya dalam koper sebanyak Rp 34.800.000,- juta



raib. Korban juga melihat kunci blok kopernya ternyata sudah rusak sehingga tidak
dapat dipergunakan lagi. Lina kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke
kantor Laporan Pelayanan Kehilangan Barang.’ "Korban yang merasa keberatan juga
membuat pengaduan ke Polsek Beringin guna proses penyelidikan lebih lanjut,"
katanya. Mendapat laporan, petugas bergerak meringkus tersangka. Melansir Tribun
Medan, petugas melakukan penelusuran CCTV berkoordinasi dengan operator CCTV
di bandara. Polisi akhirnya meringkus empat orang petugas porter yang berjaga saat
itu.

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul
“PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI DI BANDARA

KUALA NAMU MEDAN(Studi Penelitian Di DIT Pamobvit Polda Sumut)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di
buat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pengamanan Objek Vital Nasional Di
Indonesia?
2. Bagaimana Hambatan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam

PengamananBandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian?

> https://medan.kompas.com/read/2020/01/29/16200071/kronologi-porter-lion-air-curi-uang-
rp-34-8-juta-dalam-koper-di-bandara ’page=all, Diakses Tgl 27 November 2020, Pkl 16.21 WIB.


https://medan.kompas.com/read/2020/01/29/16200071/kronologi-porter-lion-air-curi-uang-rp-34-8-juta-dalam-koper-di-bandara?page=all
https://medan.kompas.com/read/2020/01/29/16200071/kronologi-porter-lion-air-curi-uang-rp-34-8-juta-dalam-koper-di-bandara?page=all

3.

Bagaimana Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan

Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian?

Tujuan Penelitian

1.

1.

Untuk MengetahuiPengaturan Hukum Pengamanan Objek Vital Nasional Di
Indonesia.

Untuk MengetahuiHambatan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam
Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian Bagasi.
Untuk Mengetahui Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam

Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian Bagasi.

. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program
pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan

wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak
hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang
dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai Peran Direktorat
Pengamanan Objek Vital Dalam PenangananTindak Pidana Pencurian Bagasi Di
Bandara Kuala Namu Medan (Studi Penelitian Di Dit Pamobvit Polda Sumut), namun
ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Skripsi oleh Yogi Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program
Studi [lmu Hukum Universitas Riau. Dengan judul penelitian Skripsi”Peranan
Direktorat Pengamanan Objek Vital DalamPengamanan Objek Wisata
Terhadap Tindak PidanaPencurian Di Kota Pekanbaru”. Penelitian dilakukan
tahun 2014, dengan rumusan masalah sebagai berikut:°
1) Bagaimana peranan direktoratpengamanan objek vital dalampengamanan

objek wisataterhadap tindak pidana pencuriandi Kota Pekanbaru?

2) Apakah faktor penghambat direktorat pengamanan objek vital dalam

pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota

Pekanbaru?

®Yogi Kurniawan, Peranan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek
Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru, Fakultas Sosial Sains Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Riau, 2014, https://www.neliti.com/id/publications/34484/peranan-direktorat-
pengamanan-objek-vital-dalam-pengamanan-objek-wisata-terhadap, diakses tanggal 28 Agustus 2020,
pukul 12:27 WIB.


https://www.neliti.com/id/publications/34484/peranan-direktorat-pengamanan-objek-vital-dalam-pengamanan-objek-wisata-terhadap
https://www.neliti.com/id/publications/34484/peranan-direktorat-pengamanan-objek-vital-dalam-pengamanan-objek-wisata-terhadap

3) Apakah upaya yang dilakukandirektorat pengamanan objek vitaldalam
mengatasi hambatanpengamanan objek wisataterhadap tindak pidana
pencuriandi Kota Pekanbaru?

Yang membedakan dengan penelitian Yogi Kurniawanaadalah bahwa

penelitian ~ Yogi Kurniawanmembahas tentang Peranan Direktorat

Pengamanan Objek Vital DalamPengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak

PidanaPencurian Di Kota Pekanbaru,perbedaan pembahasan, lokasi

penelitian, dan tahun penelitian.

Hasil Penelitian membahas :

1) Ditpamwisata Polda Riau terdiridari 2 (unit) yaitu unitpengamanan dan unit
patroli.Ditpamwisata melakukan kerjasama, dan koordinasi berbagaiarah
dari berbagai pihak sepertiPolsek setempat dan masyarakatguna mencegah
terjadinya tindakpidana khsusunya tindak pidanapencurian di objek wisata
sepertiKebun Binatang Kasang Kulim,Alam Mayang, Bombara,
RiauFantasi, dan di Danau Buatan.

2) Faktor Penghambat DirektoratPengamanan Objek Vital DalamPengamanan
Objek  WisataTerhadap Tindak  PidanaPencurian Di Kota
Pekanbarudiantaranya faktor Sumber DayaManusia/Kurangnya
JumlahAnggota Personil dan kurangnyapartisipasi
masyarakat/pengelolaobjek wisata.

3) Upaya yang dilakukan Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam

mengatasi Hambatan Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana
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Pencurian Di Kota Pekanbaru diantaranya adalah menigkatkan
SDM/Jumlah  Personil Kepolisian dan meningkatkan Partisipas
masyarakat/pengelola objek wisata.

2. Skripsi oleh Fuad Helmy, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo.
Dengan judul penelitian Skripsi “Pengamanan Objek Vital NasionalOleh
Direktorat Pengamanan Objek VitalPolda Kalimantan Selatan”. Penelitian
dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:"’

1) Bagaimana polasistem yang terkandung dalam sistem pengamanan
Obvitnas oleh DirektoratPengamanan Objek  Vital  Polda
KalimantanSelatan?

2) Bagaimana hambatan dalampengamanan Obvitnas oleh
DirektoratPengamanan Objek Vital Polda KalimantanSelatan?

Yang membedakan dengan penelitian Fuad Helmyadalah bahwa penelitian

Fuad Helmymembahas tentang Analisis Yuridis Tentang Pengamanan Objek

Vital NasionalOleh Direktorat Pengamanan Objek VitalPolda Kalimantan

Selatan, perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.

Hasil Penelitian Membahas:

1) Pola system yang terkandung dalam system pengamanan Obvitnasoleh

Ditpamobvit PoldaKalimantan Selatan tidak disebutkan secarajelas dan

"Fuad Helmy, Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital
Polda Kalimantan Selatan, Fakultas Hukum Universitas Borneo, 2017,
https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1820, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020,
13:15WIB.


https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1820
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tersurat dalam peraturanperundangan pamobvitnas, namun

dalamKeputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004tentang Pengamanan

Obvitnas dijelaskanbahwa pola sistem Pamobvitnas, yaitu:

a. Pelaksana utama pamobvitnas adalah otoritaspengelola obvitnas, Polri
sendiri melalui Ditpamobvit;

b. Polri berkewajiban member bantuan pengamanan
obvitnas;mengutamakan kegiatan preemtif danpreventif; dan secara
terpadu bersamapengelola obvitnas melaksanakanSispamobvitnas; dan
obvitnas  bagian  organic atau termasuk lingkungan  TNI
makapengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI,Polri melakukan
pengamanan diluarlingkungan Obvitnas dalam penanganangangguan
keamanan.

2) Hambatan pengamananObvitnas Direktorat Pengamanan Objek VitalPolda

Kalimantan Selatan yang teridentifikasiyaitu:

1) kurangnya  koordinasi  pengamananantara  Ditpamobvit  Polda
Kalimantan Selatandengan pengelola keamanan kawasan perusahaan;

2) kurangnya  jumlah  petugassatuan  pengamanan  dibandingkan
tingkatkerawanan kawasan sehingga berpotensitimbul
ancaman/gangguan keamanan;

3) sarana prasarana pengamanan terbatas sepertijumlah pos penjagaan,
kamera pengawas(CCTV), unit mobil patroli, lampupenerangan kawasan,

alat komunikasi, danalat deteksi.
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3. Skripsi oleh Anggi Crestamia, Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogayakarta. Dengan judul penelitian Skripsi “Program Kerja
Direktorat Pengamanan Obyek Vital Dalam Meningkatkan Kenyamanan
Berwisata Di Yogyakarta”. Penelitian dilakukan tahun 2010, dengan rumusan
masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana program kerja DIT PAMOBVIT dalam meningkatkan
kenyamanan berwisata di kota Yogyakarta?

2) Bagaimana keterkaitan kemitraan DIT PAMOBVIT dengan Dinas
Pariwisata dalam meningkatakan kenyamanan berwisata pasca erupsi
Gunung Merapi 2010?

Yang membedakan dengan penelitian Anggi Crestamia adalah bahwa

penelitian Anggi Crestamia membahas Program Kerja Direktorat Pengamanan

Obyek Vital Dalam Meningkatkan Kenyamanan Berwisata Di Yogyakarta,

perbedaan pembahasan, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.®

Penelitian ini membahas :

1) Dalam meningkatkan kenyamanan berwisata di Yogyakarta, Pengamanan
Obyek Vital melaksanakan program kerjanya bersama dengan instansi
pemerintah lainnya yakni Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta. Tujuan
dari DIT PAMOBVIT bekerja sama dengan Dinas Pariwisata karena

banyak program kerja Dinas Pariwisata yang juga banyak melibatkan

8Anggi Crestamia,Program Kerja Direktorat Pengamanan Obyek Vital Dalam Meningkatkan
Kenyamanan Berwisata Di Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogayakart,
2010, hal.25, Diakses,http://ojs,unud.ac.id, pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 12:35WIB.
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wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Acara-acara yang
dilakukan oleh Dinas Pariwisata biasa diselenggarakan di Obyek Vital
yang menjadi tempat patroli para jajaran-jajaran PAMOBVIT.

2) Pelaksanaan program kerja DIT PAMOBVIT dalam meningkatkan
kenyamanan berwisata di Yogyakarta pasca erupsi Gunung Merapi
November 2010 sedikit berbeda dengan tahun sebelum ada bencana alam
tersebut program kerja dibuat berbeda karana November 2010, wisatawan
yang berkunjung ke Yogyakarta menurun drastis. Karena hal inilah DIT
PAMOBVIT menerapkan beberapa program kerja yang dapat

meningkatkan rasa aman dan nyaman pasca bencana.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peranan (role) merupakanproses dinamis kedudukan(status). Apabila

seseorangmelaksanakan hak dankewajibannya sesuai dengankedudukannya, dia

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan asal untuk

kepentingan  ilmupengetahuan. = Menurut  Soekanto,keduanya tidak dapat

dipisahpisahkan karena yang satutergantung pada yang lain dan sebaliknya.’

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakuptiga hal, antara lain:

a. Peranan meliputi norma-normayang dihubungkan denganposisi atau tempat

seseorangdalam masyarakat. Peranandalam arti ini merupakanrangkaian

9Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, 2009, Jakarta, hal. 212.
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peraturan-peraturanyang membimbing seseorangdalam

kehidupanbermasyarakat.

b. Peranan merupakan suatukonsep tentang apa yangdilakukan oleh individu
yangpenting dalam masyarakatsebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakansebagai perilaku individu yangpenting bagi
struktur sosialmasyarakat

2. Pengertian Direktorat Pengamanan Objek Vital

Obyek vital adalah kawasan, tempat, bangunan dan usaha, yang menyangkut
harkat hiduporang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar
negara yang memiliki potensikewenangan dan dapat menggoyahkan stabilitas
ekonomi, politik, dan keamanan bila terjadigangguan Kamtibmas. Pengamanan
Obyek Vital adalah segala bentuk upaya maupunmencegah terjadinya segala
bentuk gangguan maupun kemungkinan terjadinya hal-hal yangtidak diinginkan
dengan obyek vital.

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) merupakan unsur
pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit bertugas
menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi
personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga
negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek

pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.'

lOSadjijono, Hukum Kepolisian : Polri dan Good Governance, LaksBang Mediatama,
Yogyakarta, 2009, hal. 33.
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Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) dipimpin oleh Direktur
Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) yang bertanggung jawab kepadaKepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah (Wakapolda).

Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);

c. Subbirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster);

d. Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata);

e. Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg); dan

f. Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas).'!

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalahperbuatan yang dilarang olehsuatu aturan hukum,
larangandimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidanatertentu
bagi barang siapa yangmelanggar larangan tersebut.Dapat juga dikatakan
bahwaperbuatan pidana adalahperbuatan yang suatu aturanhukum dilarang dan
diancampidana.Ancaman ini ditujukankepada orang yang menimbukan kejadian

itu.'?

" https://sulbar.polri.go.id/direktoratpamobvit/#: ~:text=Ditpamobvit%20bertugas%20menyel
enggarakan %2 0kegiatan %2 0pengamanan,pariwisata%20yang %2 0memerlukan %2 Opengamanan %20
khusus, diakses pada tanggal 4 September 2020, pukul 11.18 WIB.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.76.


https://sulbar.polri.go.id/direktoratpamobvit/#:~:text=Ditpamobvit%20bertugas%20menyelenggarakan%20kegiatan%20pengamanan,pariwisata%20yang%20memerlukan%20pengamanan%20khusus
https://sulbar.polri.go.id/direktoratpamobvit/#:~:text=Ditpamobvit%20bertugas%20menyelenggarakan%20kegiatan%20pengamanan,pariwisata%20yang%20memerlukan%20pengamanan%20khusus
https://sulbar.polri.go.id/direktoratpamobvit/#:~:text=Ditpamobvit%20bertugas%20menyelenggarakan%20kegiatan%20pengamanan,pariwisata%20yang%20memerlukan%20pengamanan%20khusus
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Menurut Moeljatno dapatdiketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai
berikut:"?

a. Perbuatan itu harus merupakanperbuatan manusia.

b. Perbuatan itu harus dilarangdan diancam dengan hukumanoleh Undang-

Undang.

c. Perbuatan itu bertentangandengan hukum (melawanhukum).

d. Harus dilakukan olehseseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

e. Perbuatan itu harusdipersalahkan kepada sipembuat.'*

Tujuan  hukum pidanaadalah untuk melindungikepentingan  orang
perseoranganatau hak asasi manusia danmelindungi kepentinganmasyarakat dan
Negara denganpertimbangan yang serasi darikejahatan/tindakan tercela di
satupthak dan dari tindakan penguasayang sewenang-wenang di lainpihak.
Karena itu peranan hukumpidana sebagai alat rekayasasosial terwujud dalam
pengaturanhukum pidana dalam berbagaiperaturan Perundang-Undanganyang
ada, baik itu Undang-Undang hukum pidana itu sendirimaupun Undang-Undang
di luarhukum pidana.Kebijakankriminal atau upayapenanggulangan kejahatan
padahakikatnya merupakan bagianintegral dari upaya perlindunganmasyarakat
(social welfare).Dapat dikatakan bahwa tujuanakhir atau tujuan utama daripolitik
kriminal ialahperlindungan masyarakat untukmencapai kesejahteraanmasyarakat.

Dengan kata laindapat dikatakan bahwa politikkriminal pada hakikatnya

“Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.69.
“Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2010, hal. 133.
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jugamerupakan bagian integral daripolitik sosial, yaitu kebijakan atauupaya
untuk mencapaikesejahteraan sosial. '’

Tindak pidana atau strafbaarfeit adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya
dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang, antara lain KUHP.

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

a. Straf sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

b. Baarditerjemahkan dapat atau boleh.

c. Feit adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pengertian Tindak Pidana menurut
Simons, tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu tindakan atau perbuatan
yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum
dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung
jawab.'®

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu strafbaarfeit
itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapatsuatu tindakan yang dilarang ataupun
yang diwajibkan oleh Undang-Undang, di mana pelanggaran terhadap larangan
atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat
dihukum.Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus

memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-

SErdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hal. 27.
' Erdianto Effendi,Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97.
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Undang.Setiap strafbaarfeit itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu
tindakan melawan hukum.
4. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan oranglain dan juga
orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.Maka dari itu kitaharus
mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari,
karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.Dalam Kamus
Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatuperbuatan yang
mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Hukum positif
menjeaskan pencurian dalam Bab XXII KUHP Pasal 362 yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawanhukum, diancam karena pecurian, dengan pidana penjara paling
lamalima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa
kejahatanpencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana
yangdilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan

yangdiartikan “mengambil”.Dalam artian kata “mengambil” (wegnamen) dalam
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artisempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang
barangnya,dan mengalihkannya ke lain tempat.'’
Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah
a. Perbuatan mengambil
b. Barang yang diambil
c. Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
d. Tujuan memiliki barang secara melawan hukum
Menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, 1996 :249)
menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa yaitu sebagai berikut :
1) Elemen-elemen pencurian biasa sebagai berikut:
a. Perbuatan “mengambil”
b. Yang diambil harus “sesuatu barang”
c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain”
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuke “memiliki”
barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).
2) “Mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri
mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya,
pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang

tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu,

YWirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama,
Bandung, 2010, hal. 14.



20

dan belum berpidah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakanmencuri,

akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

3) “Sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula

binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan
sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”,
meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang
i tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil
beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin
wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada

harganya.

4) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. “Sebagian

kepunyaan orang lain”.

5) “Pengambilan™ itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk

memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu
bukan pencurian. Seorang “menemui”’ barang di jalan kemudian
diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki”

barang itu, masuk pencurian.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian-

pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

a. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain

tanpasepengetahuan pemilik.
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b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang

seharusnyamenjadi milik orang lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa delik pencurian adalah
salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan
kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Seseorang yang melakukan
tindakan atau berkarir dalam pencurian disebutpencuri dan tindakannya disebut
mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsonopencurian dikatakan proses, perbuatan
atau cara mencuri. Sedangkan dalam halpembahasan ini yang akan dikaji adalah
mengenai pencurian dan kekerasan.

Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalahpencurian yang
mempunyai unsur-unsur dari perbuatanpencurian di dalam bentuk pokok, yang
kemudian ditambahdengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi
berat.Tindak pidana dengan pemberatan ini diancam lebih berat yaitudengan
ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.Pencurian dengan pemberatan
diatur dalam Pasal 363KUHPidana. Dinamakan juga pencurian dikualifikasi
denganancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan denganpencurian

biasa.

. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang

bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat
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tertentu.Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan
bertujan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan
gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.'®

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai
gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi
berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas.Dalam penelitian deskriptif
seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga
9

hipotesa-hipotesa.'

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris.dalam
penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data
sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan
wawancara dengan Bapak Ade Akhmad Putra, S.Sos sebagai Petugas
Pengamanan Obyek Vital di Bandara Kuala Namu Kota Medan.*

3. Metode Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara

menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa InformasiPeran Direktorat

18 Elisabeth Nurhani Butarbutar, Metode Penelitian Hukum Lankah-Langkah Untuk
Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Medan, 2018, hal.68.

Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.47.

»Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13.
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Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak
Pidana Pencurian.

b. Wawancara Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data
penelitian. Wawancara dengan Bapak Ade Akhmad Putra, S.Sos dengan tanya
jawab secara langsung berdasarkan pokok yang ditanyakan (interview guide)
berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan
responden.’' Penelitian dilakukan denganmembaca Buku-Buku, Undang-Undang

ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dariPeraturan
Kepala KepolisianNegara RepublikIndonesia Nomor 22Tahun 2010
TentangSusunan Organisasi DanTata Kerja Pada TingkatKepolisian
Daerah, PeraturanMenteri Perhubungan Nomor 77 Tahun2011 tentang
Tanggung JawabPengangkut Angkutan Udara, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan.

b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum
sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis

dan disertasi buku hukum,serta jurnal-jurnal hukum.

2 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,
2014, hal. 68.
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5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis
dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data
berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya
dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan

doktrin yang dilakukan secara kualitatif.**

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Pengamanan Objek Vital Nasional Di
Indonesia, terdiri dariBerdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004
Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : Skep/738/X/2005, dan
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan
Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Bab III berisi Hambatan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam
Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurianterdiri dari Faktor

Eksternal, Faktor Internal, dan Faktor Pendorong.

22 Munir Fuadi, Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep, PT. Raja Grafido
Persada, Jakarta, 2018, hal.220.
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Bab IV berisi Peran Direktorat Pengamanan Objek VitalDalam Pengamanan
Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian terdiridari Peran Aktif
Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari
Tindak Pidana Pencurian, Peran Pasif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam
Pengamanan Bandara Kuala Namu Dari Tindak Pidana Pencurian dan Peran
Partisipatif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Bandara Kuala
Namu Dari Tindak Pidana Pencurian.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB I

PENGATURAN HUKUM PENGAMANAN OBJEK VITAL
NASIONAL DI INDONESIA

A. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang
Pengamanan Obyek Vital Nasional

Obyek vital nasional mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan
bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan.Semakin berkembang pembangunan nasional maka
semakin beragam risiko dan dampak ancaman dan gangguankeamanan terhadap
obyek vital nasional secaralangsung maupun tidak langsung. Dalam rangka
memberikan arahpengamanan obvitnas maka diterbitkanKeputusan Presiden Nomor
63 Tahun 2004yang memberi kewenangan Polri untuk melaksanakan pengamanan
obvitnas danmelakukan audit sistem pengamanan obvitnassecara periodik. Namun
hingga saat inipenanggulangan gangguan keamananobvitnas, belum dikembangkan
sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing
stakeholders.

Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan
gangguan keamanan obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga
mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Atau setidaknya
memperkecil gangguan kerusakan dan/atau kehilangan bagasiterhadap keberadaan

dan aktivitas obvitnas. Menyadari dampak gangguankeamanan obvitnas bersifat

26
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nasional, dan pengamanan obvitnas bukan hanya tanggung jawab Polri tetapi pihak-
pihak lain seperti satuan keamanan internal.’

Mengingat dalam pengamanan obvitnas tersebut melibatkanbanyak pihak,
maka penyamaan Kkonsep dan pengaturan peran masing-masing kemudian
perlindungan dalam payung hukum yang intensif diantara pelaku pengamanan
obvinas penanggulangan gangguan keamanan obvitnas efektif dan efisien. Namun
pada saat ini tidak adanya peraturan secara tegas mengenai perlindungan dan
pengamanan terhadap obvitnas yang dapat menyatukan misi dan visi masing-masing
pelaku  pengamanan obvitnas dalam  bentuk pola pengamanan atau
suatuperaturanperundangan.

Pola pengamananyang terkandungdalam sistem pamobvitnas tidak
adadisebutkan secara tersuratdalam pasal-pasalperaturan perundangan
mengenaipengamanan Obvitnas, namun daripembahasan dan penjelasan dan
berdasarkanperaturan pelaksana yaitu Keputusan PresidenNomor 63 Tahun 2004
tentang PengamananObjek Vital Nasional bahwa pola systempengamanan
Obvitnasitu sendiri ada secara tersirat disebutkan yaitu :

a. Pelaksana utamapengamanan Obvitnas adalah otoritaspengelola obvitnas,
dalam hal ini Polri melaluDirektorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit);
b. Polri berkewajibanmemberikan bantuan pengamanan obvitnas;

a. Mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif;

IShidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grashindo, Jakarta, 2009, hal. 28.
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b. Secaraterpadu dan simultanbersama pengelola obvitnas melaksanakanSistem
Pengamanan Obvitnas (Sispamobvitnas);

c. Terhadap obvitnas yangmerupakan bagian organik atau termasukdalam
lingkungan dari TNI, pengamanantetap dilaksanakan oleh TNI dan Polri
wajibmembantu pengamanan diluar lingkung Obvitnas atau proses
penanganan gangguankriminalitas.

Berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004, ciri-ciri Obvitnas adalah sebagai
berikut:*

a. Ancaman dan  gangguan  terhadapnya  mengakibatkan  bencana
terhadapkemanusiaan dan pembangunan;

b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi
dankomunikasi secara nasional; dan/atau

c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan
terganggunyapenyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan
dalam Keppresdiatas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas
adalahtelekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan
perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil dan gas), pasokan air bersih, unit-
unit layanan gawatdarurat/emergency services (seperti rumah sakit, kepolisian dan

pemadam kebakaran),dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan. Mengingat

? Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gaya Media,
Yogyakarta, 2009, hal. 30.
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peranannya yang cukup strategis,obvitnas membutuhkan sistem pengamanan yang
lebih kuat dan didasarkan atasstandard sistem pengamanan yang ketat, sehingga
mampu memperkecil risiko dandampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya
ancaman dan gangguan keamanan.Standard sistem pengamanan obvitnas dapat
digunakan sebagai sebagai dasar untukmenilai pencapaian kinerja sistem pengamanan
obvitnas.

Keppres Nomor 63 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa konfigurasi standar
pengamanan setiapobvitnas harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang
ditetapkan olehKepolisian Negara Republik Indonesia serta melaksanakan secara
periodik audit sistem pengamanansesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI
(Pasal 5). Mengingat peranannya yang cukup strategis, obyek vitalnasional
membutuhkan sistem pengamanan yanglebih kuat dan didasarkan atas standar
sistempengamanan yang ketat, sehingga mampumemperkecil risiko dan dampak
keamanan yangditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguankeamanan.

Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun2004 menjelaskan ciri-ciri obyek
vital nasionalsebagai berikut:

a. Ancaman dan gangguan terhadapnyamengakibatkan bencana
terhadapkemanusiaan dan pembangunan.

b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi
dan komunikasi secara nasional.

c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya

penyelenggaraan pemerintahan negara.
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B. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor Pol : Skep/738/X/2005

Defenisi Objek Vital Nasional berdasarkan Skep Kapolri No.Pol:
Skep/738/X/2005tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital menjelaskan
bahwa:

Objek Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi atau usaha
yangmenyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan
sumberpendapatan Negara yang bersifat strategis. Defenisi pengamanan sendiriadalah
segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan,penangkalan dan
penanggulangan serta penegakan hukum terhadapsetiap ancaman dan gangguan
keamanan.

Dapat dijelaskan bahwa Pengamanan Objek Vital Nasional adalah segala
usaha,pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan
penanggulangan sertapenegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan
keamanan yang ditujukan kepadaobjek vital nasional.

Prosedur pengamanan objek vital nasional berdasarkan Skep Kapolri
No.Pol:Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital Nasional
meliputi:

a. Pengamanan Fisik

Meliputi tenaga manusia, perangkat keras seperti akses control (pintu pagar)
maupunbentuk penghalang lainnya serta perangkat elektronik seperti sistem
alarm dan alatkomunikasi, disamping untuk menghalangi/membatasi daerah
terlarang juga untuk memastikan bahwa tidak setiap orang dapat memasuki suatu

tempat, kecuali memangbagi yang berhak. Pengamanan fisik pada umumnya

berupa rintangan fisik yang bertujuanuntuk memastikan bahwa tidak ada orang
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yang dapat memperoleh akses masuk ke suatutempat dimana aset atau barang
berharga disimpan, kecuali memang bagi mereka yang berwewenang dan berhak.
b. Pengamanan personel

Pengamanan personel digunakan untuk menjamin bahwa hanya personel yang
berhakmendapatkan akses untuk masuk ke suatu area tertentu dan menjaga
kerahasiaan objekvital nasional, kepekaan aset berharga serta informasi harus
sesuai denganperuntukkannya dan selalu menyadari atas keamanan dan tanggung
jawabnya.
c. Pengamanan informasi/dokumen

1. Pengamanan terhadap segala informasi baik yang tercatat maupun yang
tidak tercatat,dari suatu akses yang tidak berhak atas penyebarannya.

2. Pengamanan informasi teknologi (termasuk alat komputer) meliputi sistem
computer yang bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, integritas serta
tersedianya informasitentang hal-hal yang penting/berharga bagi
perusahaan.

d. Pengamanan kegiatan

1. Kegiatan produksi

1) Penerimaan/pemasukan bahan mentah, proses produksi, penyimpanan
hasilproduksi serta distribusi objek vital nasional.

2) Pemasukan, pendistribusian, penyimpangan dan penggunaan bahan
peledak yang digunakan oleh objek vital nasional.

3) Orang asing yang bekerja di objek vital nasional.
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2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini diarahkan agar
masyarakat berpartisipasi secara aktif terhadapkegiatan pengamanan dan
program pembangunan masyarakat (Community Development)yang
dilaksanakan oleh pengelola objek vital nasional serta program kemitraan
Polridan masyarakat sehingga masyarakat sekitar merasa ikut memiliki
keberadaan objekvital nasional.

Mengingat peranannya yang cukup strategis,obvitnas membutuhkan sistem
pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atasstandard sistem pengamanan yang
ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dandampak keamanan yang ditimbulkan
akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan.Standard sistem pengamanan
obvitnas dapat digunakan sebagai sebagai dasar untukmenilai pencapaian kinerja
sistem pengamanan obvitnas.Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat
Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem
Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Pedoman  sistem  pengamanan  obvitnas ini  mencakup  pola
pengamanan,konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana
pengamanan,manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan
pengendalian.Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya memperbaiki kinerjanya.
Semangatmenjadikan Polri sebagai lembaga yang profesional, modern, dan tepercaya
(Promoter)pun selalu diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang terukur dan
berdampak langsungkepada masyarakat khususnya pada pengamanan obyek vital

dalam rangka pembangunan nasional.
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Dalam pelayanan, Pam Obvit Polri harus bergerak cepat/Quick Response ke
lokasi jika terjadi gangguan keamanan terhadap obvitnas, sarana danprasarana sangat
dibutuhkan untuk penanggulangan gangguan keamanan obvitnas.Dalam rangka
pencegahan dan penangkalan terhadap ancaman gangguan keamananobvitnas, pam
obvitnas perlu mengefektifkan sarana dan prasarana yang mampumendeteksi secara
dini (early warning) setiap potensi ancaman gangguan keamananyang berdampak
terhadap keamanan obvitnas. Sarana dan Prasarana tersebut harusmencakup sistem
koordinasi antar pam obvitnas yang berada di seluruh satuankewilayahan dimana
obvitnas dan obvit tertentu tersebut berada.

Dalam penjabarannya makapengamanan sesuai yang diatur di dalam
SuratKeputusan Kapolri Nomor Pol: Skep738/X/2005 tidak akan terlepas dari
beberapa hal pola pengamanan yaitu:

1. Pertama, bentuk pengamanan. Pengamanan berdasarkan identifikasi dan
potensi kerawanan dibagi:

a. Pengamanan secara langsung melaluipemberian pengarahan dan

penggelarankekuatan yang diminta secara fisik di lapangan;

b. Pengamanan secara tidak langsungmelalui kegiatan pemantauan,

pengawasan dan laporan perkembangan situasi keamanan.
2. Kedua, metode pengamanan, terdiri atas:
a. Pengamanan oleh manusia;
b. Pengamanan menggunakan konstruksi;

c. Pengamanan menggunakan peralatan elektronik;
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d. Pengamanan denganmemanfaatkan kondisi alam atau alam buatan;

e. Pengamanan menggunakan satwa;

f. Pengamanan dengan memberdayakan peranserta masyarakat.

3. Ketiga, sifat pengamanan, terdiri atas :

a. Pengamanan terbuka, yaitu denganmenggunakan upaya-upaya pre-emtif
dan penegakan hukum;

b. Pengamanan tertutupdengan menggunakan atau mengutamakanupaya-
upaya preventif.

4. Keempat, sasaran pengamanan  berdasarkan  identifiksi  potensi
kerawanan,maka sasaran yang harus diamankan ialah :

a. manusia

b. fisik/benda/peralatan/material/hasil produksi/gedung

c. dokumen/informasi/administrasi dan lainnya.

5. Kelima, wilayah pengamanan. Polri(terutama Ditpamobvit) bersama-sama
denganpengelola Obvitnas menetapkan wilayah pengamanan, meliputi:*

a. Lingkungan dalam area di kawasan Obvitnas meliputi, lokasiproduksi,
pemukiman, gudang, tempat-tempatlainnya yang berada di lingkungan
kawasan;

b. Lingkungan luar kawasan, meliputi, batasbangunan dengan pagar terluar

dan bataspemukiman penduduk.

*Yoyok Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Bandung, 2013, hal. 8.
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C. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian
Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian
Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana
yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu
sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan
Objek Tertentu.

Bagian Menimbang huruf b Perkapolri Nomor 13 Tahun 2017 menerangkan
bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat terhadap objek vital nasional (Obvitnas) dan objek
tertentu, Polri sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat, berkewajiban untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap
Obvitnas.’

Pemberian bantuan pengamanan pada Obvitnas dan objek tertentu

dilaksanakan dengan prinsip legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

4 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5def187c4{f0cl/wajibkah-setiap-
kawasan-wisata-dijaga-oleh-polri/, Diakses Tgl 20 Desember 2020, Pkl 12.45 WIB.

SDidik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
antara Norma dan Realita, Rajawali Pers, Jakarta. 2009, hal. 59.


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5def187c4f0c1/wajibkah-setiap-kawasan-wisata-dijaga-oleh-polri/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5def187c4f0c1/wajibkah-setiap-kawasan-wisata-dijaga-oleh-polri/
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peraturan perundang-undangan, preventif, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan,
nesesitas, yaitu diberikan berdasarkan kebutuhan, proporsional, yaitu dilaksanakan
berdasarkan perkiraan ancaman atau gangguan yang mungkin terjadisinergitas, yaitu
dilaksanakan secara terpadu antar-fungsi kepolisian, pengelola Obvitnas atau objek
tertentu serta instansi terkait, transparan, yaitu dilaksanakan secara jelas dan terbuka,
danakuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber
pendapatan negara yang bersifat strategis. Sementara, objek tertentu adalah
kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang dikelola oleh negara atau
swasta dan bukan merupakan Obvitnas namun diamankan oleh anggota Polri atau
oleh pengamanan internal.

Yang dimaksud Obvitnas dan objek tertentu, paling sedikit meliputi:

a. industri

b. instalasi

d. perhubungan

e. pertambangan dan energi

f. gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing
g. kawasan wisata

h. lembaga negara dan

1. perhotelan.
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Obvitnas di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Jadi, objek tertentu dalam hal ini kawasan objek vital diamankan oleh
anggota Polri, bisa juga oleh pengamanan internal. Terhadap objek tertentu,
dilakukan penilaian dan penetapan oleh Direktur Pengamanan Objek Vital
(Dirpamobvit) Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemelihara
Keamanan (Baharkam) Polri atas rekomendasi Dirpamobvit Korsabhara Kepolisian
Daerah mengenai kerawanan yang berpotensi menjadi ancaman dan gangguan
terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan/tempat kerjanya.

Jasa pengamanan Obvitnas dan objek tertentu diselenggarakan oleh
Dirpamobyvit Korsabhara Baharkam Polri danDirpamobvit Kepolisian Daerah sebagai
unsur pelaksana utama.Sementara itu, petugas pelaksana pengamanan Obvitnas dan
objek tertentu terdiri atas:

a. petugas pengamanan internal dan
b. anggota Polri

Prosedur Permohonan Bantuan PengamananBantuan pengamanan pada
Obvitnas dan objek tertentu diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa
sistem manajemen pengamanan (SMP). Perbedaannya meliputi jasa yang diberikan,
yaitu jasa pengamanan memberikan pengerahan kekuatan dan perlengkapan/sarana
dan prasarana pengamanan. Sedangkan jasa SMP meliputi pembinaan teknis dan
audit. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perpol Nomor 3 Tahun 2019, penyelenggaraan

jasa pengamanan dan/atau jasa SMP dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama
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dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) yang
ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja teknis.
Prosedur penyelenggaraan jasa pengamanan dan jasa SMP, meliputi:

a. Pengelola Obvitnas atau objek tertentu mengajukan permohonan bantuan jasa
pengamanan dan/atau jasa SMP kepada:

1. Kabaharkam Polri pada tingkat Markas Besar Polri; atau
2. Kepala Kepolisian Daerah pada tingkat kepolisian daerah;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai
kewenangan oleh:

1. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri melalui Kepala Korsabhara
Baharkam Polri; atau
2. Dirpamobvit Kepolisian Daerah.

c. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri atau Dirpamobvit Kepolisian
Daerah berkoordinasi dengan pengelola Obvitnas dan/atau objek tertentu
untuk membahas dan membuat:

1. MoU; dan
2. Pedoman kerja teknis.

d. Setelah MoU dan pedoman kerja teknis ditandatangani, diterbitkan surat
perintah kerja oleh pengelola Obvitnas dan objek tertentu

e. Berdasarkan pedoman kerja teknis dikeluarkan surat perintah tugas yang

ditandatangani.
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1. Kabaharkam Polri atas nama Kepala Polri pada tingkat Markas Besar Polri;

atau

2. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat kepolisian daerah

Selanjutnya, program kegiatan dan anggaran pengamanan disesuaikan dengan
permintaan pengelola Obvitnas atau objek tertentu yang tercantum dalam pedoman
kerja teknis. Kemudian, penyusunan MoU dan pedoman kerja teknis dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi bantuan jasa manajemen sistem pengamanan objek vital nasional
dengan menyusun standar Operasional Prosedur manajemen sistem pengamanan
objekital nasional dan hal ini disebabkan belum tersedianya SOP tersebut.
Penyusunan SOP ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pemberi Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasionalpedomandalam
pelaksanaan pembinaan teknis yaitu supervisi, assistensi, verifikasi dan audit
sispamobvitnas yang dilaksanakan oleh ditpamobvit Korsbhara Baharkam Polri dan
laporan hasil pelaksanaannya digunakan oleh pimpinan Polri khususnya Pimpinan

Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dalam mengambil kebijakan.



BAB Il

HAMBATAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN

A. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternalyaitu :

1 Masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan yang harus dilaksanakan
oleh petugas keamanan. pengelola Obvitnas masih belum peduli terhadap
konfigurasi standar kemampuan pelaksana pengamanan, sistem pengaman
obvitnas masih dibawah standar, sehingga belum optimal mengantisipasi
terjadinya gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi di Obvitnas dan objek
tertentu. Personel pengamanan Polri terbatas, sehingga permintaan bantuan
pengammanan Yyang diajukan oleh pengelola belum terpenuhi sesuai
permintaan.

2 Kurangnya partisipasi masyarakat/pengelola objek di Bandara Kuala Namu
Medan. Kendala yang sering dihadapai oleh penegak hukum khususnya
PolisiPengamanan objek vital di Bandara Kuala Namu Medan dalam
pengamanan objek vital terhadap tindak pidana pencurian bagasi adalah
kurangnya partisipasi masyarakat atau pun pengelola objek vital itu sendiri.

Masyarakat disekitar objek vital di Bandara Kuala Namu Medanmasih kurang

40
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kepeduliannya terhadap hukum dalam permasalahan ini dapat dilihatdari
minimnya laporan pengunjung terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi
khususnya pencurian bagasi yang terjadi di objekvital di Bandara Kuala Namu
Medan. Masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang
secara kelembagaan bertugasuntuk menjaga keamanan dan mengayomi
masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi
berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di tempat-tempat dengan
alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu,
biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama
datangnya dari pelaku tindak pidana pencurian itu sendiri.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum
yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum
yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa
yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Secara konkretnya, kegagalan
proses penegakan hukum bersumber pada substansi peraturan perundang-
undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup dan
tebang pilih, dan budaya masyarakat yang buruk, serta lemahnya kelembagaan

hukum yang mandiri dan berwibawa.*

IAmir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisidan Pengacara, PT.

Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 20.
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4. Faktor sarana prasarana pengamanan pengelola Obvitnas masih terbatas atau

belum tercukupi contohnya CCTV.Minimnya sarana dan prasarana yang
dimiliki seperti contohHT yang sudah tua dan banyak rusak sehingga sulit
untuk berkomunikasi antar pos sehingga banyak pencuri yang mengambil
kesempatan ini.Dalam melaksanakan tugas operasional pengamanan objek
vital nasional Bandara Kuala Namu Medan, Unit Pam Obvit PoldaMedan
telah menyusun rencana pengamanan yang didalamnya terdapat Kriteria
kebutuhan sarana dan sarana pendukung seperti kantor utamaObvit, Pos
utama, pos bergerak, kendaraan-kendaraan. Namun, apa yang
seharusnyamenjadi perhatian ini mengalami kendala dalam pengadaannya.
Dan berikutnya kendala ituadalah kendaraan, karena banyaknya penumpang
ataupun turis yang menngunakan jasa di Bandara Kuala Namu, kendaraan
harus mendukung. Dimana Bandara Kuala Namu ini dilihatoleh orang seluruh
dunia yang berkunjung di Indonesia, akan menjadigambaran bagaimana
kepolisian Indonesia. Memang kendalanya itu adalah sarananya komandan.
Tugas Pam Obvit itu bukanhanya dilokasi, pengawalan juga dilakukan tetapi
standar fasilitasnya ini tidakmendukung memberikan kenyamanan bagi
penumpang lokal maupun asing. Karenayang kita tolong ini juga adalah
warga internasional”.

. Belum dimanfaatkannya teknologi moderen/canggih  dalam  sistem

pengamanan.
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6. Pengelola obvitnas masih kurang peduli terhadap potensi lingkungan sosial

untuk pelaksanaan pengamanan obvitnas.

. Belum ada pedoman (SOP) dan mekanisme yang sistematis.

. Kurangnya AnggaranDalam pelaksanaan tugas pengamanan objek vital

nasional harusnya sudah didukungdengan anggaran. Namun, terkadang hal ini
kembali kepada keterbatasan anggaran yangdisediakan Negara kepada Polri

dalam hal ini adalah Unit Pam Obvit.

B. Faktor Internal

1 Faktor Sumber Daya Manusia

Kurangnya jumlah personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit).
Personel tersebut harus menjaga beberapa tempat lokasi di Bandara Kuala
Namu Medan. Untuk di Bandara Kuala Namu Medan personel polisihanya
melakukan patroli dan berkerjasama dengan anggota polsek setempat. Dengan
jumlah anggota personil hanya sebanyak lima orang ini tidak memaksimalkan
peran dari Pengamanan Objek Vital dalam pengamanan objek tersebut
terhadap tindak pidana pencurian di Bandara Kuala Namu Medan. ?
Koordinasi ini dilakukan apabila terjadi tindak kriminal maka yang

menangani kasusnya kewenangan Polsek sesuai dengan tempat objek tersebut.

Menyiasati kekurangan personel,sehingga bila terjadi gangguan keamanan,

WIB.

2Wawancara dengan BapakAde Akhmad Putra, S.Sos, Tgl 21 Desember 2020, Pkl 14.30
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maka kesulitan bagi polri untuk masuk ke lokasi obvitnas. Selain melakukan
patroli juga membinapengamanan internal (satpam) yang berada di lokasi
tempat di Bandara Kuala Namu Medan. Kurangnya peningkatan Sumber
Daya Manusia dalam hal pelatihan bahasa asing, karena Pam Obvit terkait
dengan penumpang tidak hanya dari domestic tetapi juga dari WNA sehingga
kemampuan berkomunikasidengan berbagai bahasa diperlukan. Sementara
dana yang disediakanuntuk pelatihan bahasa asing tersebut sangat terbatas
hanya bersumberdari Ditpamobvit sendiri. Salah satu faktor pendukung
terlaksananya tugas pengamanan objek vital oleh Polriini adalah anggota itu
sudah mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapikenyataannya tidak
semua yang sudah melaksanakan dikjur Pam Obvit dan hampir semua anggota
Unit Pam Obvit tidak lancar akan bahasa asing, hal ini tidak sesuai standard
pelaksanaan pengamanan Obvitnas Bandara yang adalah kawasan objek
nasional yang menjadi sorotan internasional, jadinyasetiap pelayanan polisi
pariwisata atau Pam Obvit ini harus memiliki kemampuanbahasa asing, dan
kendalanya lagi anggota Pam Obvit ini orangnya tidak muda lagi,
jadipenangkapan bahasa pasti tidak mudah”.

Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi
peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan
yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari
pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan

masalah yang terdapat dalam masyarakat. Sudah adanya aturan perundang-
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undangan. Dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pengamanan objek
vital nasional yang bersifat strategis, pemerintah telah mengeluarkan
perangkat aturan yang mengatur pelaksanaan pengamanan objek vital nasional
yaitu Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Sistem Pengamanan
Objek Vital Nasional yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan
Kapolri Nomor Pol: Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan
Objek Vital Nasional. Dengan demikian peraturan perundang-undangan
merupakan salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan pengamanan objek
vital nasional. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap BapakAde
Akhmad Putra, S.Sos, pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 WIB
sebagai berikut:

“Tentunya pelaksanaan pengamanan khusus di Bandara bisa lebih
mudahdilakukan jika sudah ada aturan yang mengaturnya. Peraturan itu
adalah Keppres Nomor 63 Tahun 2004 dan Skep Kapolri Nomor 738 tahun
2005. Dengan adanya aturan itu, makaPam Obvit bisa menyusun konfigurasi
standar pengamanan”.®

Faktor penegak hukum, yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang
membentuk maupun yang menerapkan hukum.penanganan kasus pencurian

yang tidak dibawah kepada pihak kepolisian tetapi diselesaikan sendiri oleh

pimpinan. Selanjutnya, sikap kurang peduli terhadap keamanan di Bandara

130.

SWarsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta,2009, hal.
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juga diperlihatkan oleh karyawan sehingga sebagian besar dari mereka
menyerahkan pengamanan kepada satpam. Terdapat hal dalam struktur
organisasi Polda Sumatera Utara yang kurang mendukung, yaitu tidak adanya
Kasat Pam Obvit yang sebenarnya mempunyai tugas langsung dalam
pengamanan objek vital nasional ini. Dimana hal tersebut saat ini masih
dikomandoi oleh Kasat Sabhara Polda Sumut, sehingga mempengaruhi
efensiensi tugas pengamanan objek vital nasional. Harusnya untuk
pengamanan objek vital nasional seperti ini, adanya Satuan Pam Obvit, bukan
lagi Unit Pam Obvit, dapat dilihat dari jumlah anggota sekarang hanya 15 itu
sangat kurang, dibandingkan kalau satuan itu 32 orang. Jadi pelaksanaan
pengamanan itu lebih terlaksanakan dengan baik”

4. Masih kurangnya  pemahaman  sistempengamanan  yang  harus
dilaksanakanoleh petugas keamanan.

5 Pihak perusahaan masih belum peduliterhadap konfigurasi standard
pengamanan.Pihak perusahaan dan Kepolisian masihkurang peduli terhadap

potensilingkungan sosial untuk pelaksanaanpengamanan obyek vital nasional.

C. Faktor Pendorong
Menurut teori Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., faktor yang
mendukung KinerjaPolri dalam penegakkan hukum antara lain:
a. Faktor hukumnya sendiri;

b. Faktor penegak hukum;
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c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
d. Faktor masyarakat; dan
e. Faktor kebudayaan.

Dari butir ¢ menurut teori Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., MA vyaitu faktor
sarana danfasilitas yang mendukung penegakkan hukum adalah salah satu bagian
yang terpentingyang dibutuhkan Pam Obvit Polri untuk mendukung sistem
pengamanan obvitnas diselurun wilayah Indonesia. Pam Obvit Polri tidak dapat
berjalan tanpa adanya sarprasyang dapat digunakan untuk melaksanakan Pengamanan
Objek Vital dengan baik.*

Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya memperbaiki Kinerjanya.
Semangatmenjadikan Polri sebagai lembaga yang profesional, modern, dan tepercaya
(Promoter)pun selalu diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang terukur dan
berdampak langsungkepada masyarakat khususnya pada pengamanan obyek vital
dalam rangkapembangunan nasional. Dalam pelayanan, Pam Obvit Polri harus
bergerak cepat/Quick Response ke lokasi jika terjadi gangguan keamanan terhadap
obvitnas, sarana danprasarana sangat dibutuhkan untuk penanggulangan gangguan
keamanan obvitnas.

Dalam rangka pencegahan dan penangkalan terhadap ancaman gangguan
keamananobvitnas, pam obvitnas perlu mengefektifkan sarana dan prasarana yang

mampumendeteksi secara dini (early warning) setiap potensi ancaman gangguan

4Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 55.
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keamananyang berdampak terhadap keamanan obvitnas. Sarana dan Prasarana
tersebut harusmencakup sistem koordinasi antar pam obvitnas yang berada di seluruh
satuankewilayahan dimana obvitnas dan obvit tertentu tersebut berada.

1 Faktor sarana dan fasilitas yangmendukung penegakan hukum.Artinya, tanpa
adanya saranaatau fasilitas tertentu, makatidak mungkin penegakanhukum
akan berlangsungdengan lancar. Sarana ataufasilitas tersebut, antara
lainmencakup tenaga manusiayang berpendidikan danterampil, organisasi
yang baik,peralatan yang memadai dankeuangan yang cukup yangmerupakan
kebutuhan praktisiyang berkaitan denganpengumpulan bukti-buktidalam
masalah pelanggarantindak pidana.®

2 Menigkatkan SDM/Jumlah Personil Kepolisian Dalam  melakukan
pengamanan dan penanganan tindak pidana pencurian di tempat-tempat wisata
dibutuhkan personil yang seimbang dengan luas wilayah objek wisata yang
ada. Berdasarkan uraian tentang hambatan yang ditemui bahwa jumlah SDM
personil PolisiPengamanan objek vital di Bandara Kuala Namu Medanyang
saat ini ada hanya berjumlah 12 (dua belas) personil dianggap tidak seimbang
dengan luas wilayah objek vital yang harus dijaga sehingga perlu penambahan
personil dimana setidaknya dalam setiap tempat Bandara Kuala Namu Medan
dijaga oleh 3 sampai 4 orang Polisi Pengamanan objek vital sehingga tidak

menghambat proses pengamanan apabila terjadi tindak kriminal khususnya

S Irjus Indrawan, Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana, Penerbit deepublish,
Yogyakarta, 2015, hal. 53.
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kasus pencurian. Terlebih apabila pelaku tindak pidana pencurian tersebut
berjumlah banyak. Selain itu upaya untuk meningkatkan kemampuan
sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Salah satu
diantaranya adalah metode workshop. Dalam hal peningkatan kemampuan,
baik pengetahuan dan ketrampilan, maka metode workshop juga sangat tepat
untuk digunakan.

Meningkatkan Partisipasi masyarakat/pengelola objek vital partisipasi
masyarakat dalam mewujudkan atau terciptanya suatu penegakan hukum
sangat di perlukan demi tegak dan berfungsinya hukum secara nyata di dalam
masyarakat, dalam penegakan hukum terhadap pencurian. Dalam hal
mengungkap suatu kasus pencurian harus adanya suatu laporan dari pihak
korban sendiri agar pihak kepolisian mengetahui telah terjadi pencurian,

kebanyakan kejadian pencurian.®

. Faktor keamanan adalah satu faktor yang paling dapat dirasakan oleh

penumpang. Faktor keamanan merupakan tingkat gangguan/kerawanan
keamanan terhadap pengunjung disuatu obyek vital, karena faktor keamanan
akan mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan penumpang selama berada
di bandara, disamping itu faktor keamanan tersebut juga akan mempengaruhi

penumpang dalam mengambil keputusan.

WIB.

SWawancara dengan BapakAde Akhmad Putra, S.Sos, Tgl 21 Desember 2020, Pkl 14.30



BAB IV

PERAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITALDALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI DI
BANDARA KUALA NAMU MEDAN

A. Peran Aktif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Penanganan
Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan

Bandara Kuala Namuadalah sebuah Bandar Udara Internasional yang
melayani Kota Medan, Sumatra Utara. Bandara ini terletak di Kabupaten Deli
Serdang.Bandara ini adalah bandara terbesar ketiga di Indonesia (setelah Soekarno
Hatta Jakarta dan yang baru Bandar Udara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa
Barat.Dengan tingkat penumpang terbanyak sehingga ada timbul tingkat kejahatan.
Tingkat perekonomian masyarakat yang semakin meningkat yang dapat di lihat
dengan semakin banyaknya penumpang yang berada di Bandara Kuala Namu.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi
pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian,
pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak
kejahatan. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi
merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat,
yang pada gilirannnya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Akibat sering terjadinya pencurian di Bandara Kuala

Namu yang ada di Kota Medan inilah menyebabkan adanya krisis kepercayaan
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masyarakat, banyak pihak resah dan takut. Beberapa penyebab ketidaknyamanan
inilah peran Pengamanan Objek Vital (PAMOBVIT) semakin vital. Melindungi serta
membuat WNA (warga Negara Asing) merasa nyaman dan aman adalah satu tugas
pokok yang harus dilakukan oleh para anggota Pengamanan Objek Vital
(PAMOBVIT).

Ditpamobvit dipimpin oleh Dirpamobvit yang bertanggung jawab kepada
Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpamobvit yang
bertanggung jawab kepada Dirpamobvit. menyelenggarakan pengawasan tertentu
meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan, dan instalasi. Kemudian
menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan, terhadap pelaksanaan
pengamanan serta melaksanakan pembinaan teknis, pembinaan kemampuan dan
pelatihan audit sistem pengamanan objek vital nasional.’

Ditpamobvit Polda Medan sendiri terdiri dari 2 (dua) unit, yaitu unit
pengamanan dan unit patroli. Unit pengamanan merupakan unit yang dkhususkan
untuk melakukan pengamanan dalam jangka waktu panjang dilokasi pengamanan.
Sedangkan unit patroli ditugaskan untuk melakukan kegiatan patroli rutin ke lokasi
objek vital guna mencegah terjadinya hal yang tidak dinginkan. Untuk dapat
menjalankan semua program PAMOBVIT perlu dukungan dari berbagai lini.

Program mendukung jalannya mengembalikan kepercayaan penumpang domestik

'"Maria Matilda Vismandro, dan Bayu Saputra, Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku
Seru, Jakarta, hal. 165.
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ataupun asing sangatlah beragam, mulai dari terjun langsung ke lapangan,
bekerjasama dengan penyedia jasa layanan, sampai pada pengawalan untuk para
warga negara asing.’

Sebuah pelaksanaan harus didahului perencanaan yang terpadu mulai dari
awal, dan selama berlangsung atau mengimplementasikan program hingga ke taraf
penyelesaian tugas secara bertahap. Kenyamanan adalah satu pendapat yang
diungkapkan oleh individu, dan setiap individu mempunyai tingkatan nyaman yang
berbeda-beda. Misalkan dengan menyediakan pengaman obyek vital khusus, tujuan
untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan kondisi dan
keamanan kawasan. Memberikan rambu-rambu dan papan informasi di tempat yang
rawan gangguan keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi juga dapat
menjadi pendukung keamanan di suatu obyek vital. Sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi pengamanan objek vital khsusnya objek Bandara beberapa kegiatan yang
dilakukan oleh satuan pengamana objek vital diantaranya :>

1. Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan
2. Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat krisis
3. Kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak

4. Koordinasi yang harmonis

20 Made Metu Dahana, Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan, Paramita,
Surabaya, 2012, hal. 15.

3Pramudya dan Ananto, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustia,Yogyakarta.
hal. 79.


FreeText
52


53

Selain itu Pamobvit juga rutin melaksanakan patrol guna memberikan
mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian. Bahwa pelaksanaan patroli
diadakan setiap jam dilakukan dengan menggunakan sip. Pengamanan yang lakukan
secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat ada kejadian atau momentum saja.Karena,
memang tugas dari Pamobvit fokus mengamankan obyek vital. Pengamanan obyek
Bandara Kuala Namu yang ada di sekitar kota Medan, terutama di sektor
perhubungan menjadi satu tugas utama yang dilakukan oleh PAMOBVIT. Beberapa
tempat penyimpanan barang berupa bagasi-bagasi penumpang adalah beberapa obyek
yang menjadi tempat sasaran para pencuri. Banyaknya pengunjung tidak dapat
dihindarkan terjadi sebuah hal-hal yang tidak dinginkan terjadi dengan memberikan
failitas sarana berupa cctv online. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan
gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan
negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan
dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang
menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal
tempat. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi di tempat objek
vital. Seperti pencurian ini terjadi pada sabtu tanggal 25 Januari tahun 2020 sekitar
pukul 10.30 WIB di Bandara Kualanamu Medan, tindakpidana pencurian bagasi yang
terjadi di Bandara Kualanamu Medan Empat orang petugas porter Lion Air yakni

Surya KK (27), Boy R.M (29), Joel E.R.P (26) dan Alfan P.S (30) ditangkap oleh
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petugas Polresta Deli Serdang. Mereka ditangkap lantaran diduga mencuri koper
milik penumpang yang berisi uang tunai sebesar Rp 34.800.000,00.

Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, karena pencurian
ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya
suatu pengaduan. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan
kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Namun
demikian para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang
ditimbulkan akibat perbuatanya tersebut. Tindak pidana pencurian bagasi penumpang
dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diawali dengan niat pelaku, tetapi juga
karena kesempatan yang ada akibat kelalaian pemiliknya, sehingga sangat
meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Proses pemeriksaan
tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses
penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses

penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik.*

B. Peran Pasif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Penanganan
Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu Medan

Peran pasif Direktorat Pengaman Objek Vital dalam penanganan tindak
pidana pencurian bagasi di Bandara Kuala Namu Medan adalah pengawasan
keamanan di suatu bandar udara terhadappenumpang, barang dan kendaraan

sebaiknya dimulai sejak dariarea publik yang setiap orang masih bebas keluar masuk

4Sadjijono, Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance. LaksBang Mediatama, 2009, hal.
23.
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tanpaharus menunjukkan kartu pengenal (Pas bandar udara), hal inidiperlukan untuk
lebih terciptanya situasi aman bagi setiappenumpang maupun siapapun yang
melakukan kegiatan diwilayah bandar udara.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2001 tentang Keamanan danKeselamatan Penerbangan, Pasal 55,menyatakan bahwa
terhadap bagasidari penumpang yang batal berangkatdan/ atau bagasi yang tidak
bersamapemiliknya, wajib dilakukanpemeriksaan keamanan ulang untukdapat
diangkut dengan pesawat udara.

Ditinjau dari aspek keamanan,terjadinya gangguan keamanan danketertiban di
bandar udara berupakejahatan seperi pencurian barangbawaan penumpang
maupunpelanggaran seperti membawa barangterlarang (narkoba), hal ini
tentunyaperlu ~ kiranya  diperhatikan  supayadapat = mengurangi  tingkat
kejadiannya.Untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum tentunya
diperlukantingkat kemampuan dari petugaskeamanan bandar udara, fasilitasperalatan
yang cukup dan disertaidengan sistim dan prosedurpengamanan bandar udara.

Pengawasan keamanan di suatubandar udara terhadap penumpang,barang dan
kendaraan sebaiknyadimulai sejak dari area publik yangsetiap orang masih bebas
keluar masuktanpa harus menunjukkan kartupengenal (Pas bandar udara), hal
inidiperlukan untuk lebih terciptanyasituasi aman bagi setiap penumpangmaupun
siapapun yang melakukankegiatan di wilayah bandar udara.

Mengingat pentingnya keamanan disekitar bandar udara tentunyadiperlukan
SDM keamanan yangcukup trampil dan fasilitas peralatankeamanan khususnya di

Bandara Kuala Namu Kota Medan yang dianggapdaerah strategis untuk
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keluarmasuknya orang maupun barang daridaerah lain, maka oleh karena itu
perlukiranya dilakukan evaluasi kinerjaperalatan sistim dan prosedur sertasdm
keamanan penumpang dan barang di Bandara Kuala Namu Kota Medan.’
Pengamanan dan tindakanDirektorat Pengamanan Objek Vital untuk
penggunaan kekuatantindakan berdasarkan prinsipnya dapat digolongkan yaitu:®
a. Legalitas (harus sesuai hukum);
b. Nessesitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil);
c. Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman dan tindakan);
d. KewajibanUmum (Petugas bertindak dengan penilaiaansendiri berdasarkan
situasi dan kondisi yangbertujuan menciptakan kamtibmas);
e. Preventif (mengutamakan pencegahan);
f. Masuk akal (tindakan diambil dengan alasanlogis dari ancaman yang
dihadapi).
C. Peran Partisipatif Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam

PenangananTindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Kuala Namu
Medan

Peran partisipatif Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam penanganan
tindak pidana pencurian bagasi di Bandara Kuala Namu Medan, perkembangan
jumlah personelDirektorat PengamananBandar Udara.Sumber daya

manusia/personelpengamanan Bandara Kuala Namu Medan saat ini: Jumlah 109

S Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan KebijakanHukum Pidana Dalam
Penangulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta 2009, hal. 53.

%Mitra Bintibmas, Membangun Polisi Profesional, Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 2009, hal.
14.
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terdiridari 40 orang pegawai PT AngkasaPura I (Persero) dan 69 (enam Sembilan)
pegawaioutsourching. Pendidikan kedinasanterdiri dari : Senior Avsec = 11 (sebelas)
orang,Junior Avsec = 14 (empat belas) orang, Basic Avsec =84 (delapan puluh empat)
orang.’

Pendidikan umum Strata 1(S1) = 2 (dua) orang, SLTA = 105 (seratus lima)
orang danSLTP = 2 (dua) orang.Sistem Kerja Divisi PengamananBandaraDalam
pembagian tugas setiap haridibagi dalam 2 group untukpengamanan bandar udara
bertugas 1 (satu) group sebanyak 42 (empat puluh dua) orang ship 1 selama8,5 jam
dari pagi hari, sedangkan ship 2bertugas dari siang mulai dari pukul21.000 s/d 05.30
WIB. Penerimaanpegawai dilakukan oleh Kantor PusatPT Angkasa Pura I (Persero),
sistempembinaan dilakukan penilaian kinerjasetiap 6 (enam) bulan refrestraining
setiap bulandilakukan briefing dan pengarahanumum, seluruh petugas Avsec
telahmempunyai SKP, perlu diadakanupgrading kualifikasi Basic Avsec bagipersonel
outsourching untuk menjadiJunior Avsec.

Partisipatif Direktorat Pengamanan Objek Vital dalam pengamanan Bandara
Kuala Namu dilakukandengan sistem 3 pendekatan, yaitu :

a. Pengamanan dan perlindunganpesawat udara yang parkir,
merupakantanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara dengan
melakukanpengawasan terhadap orang danbarang yang akan masuk ke

dalampesawat udara.

"Wawancara dengan BapakAde Akhmad Putra, S.Sos, Tgl 21 Desember 2020, Pkl 14.30
WIB.
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b. Pengamanan dan perlindungan diDaerah Keamanan Terbatas BandarUdara
merupakan tanggung jawabPenyelenggara Bandar Udara. Lingkungan Bandar
Udara dilindungidengan pemasangan perimeter danpengendalian jalur masuk
ke sisi udaraterhadap orang dan kendaraan. Di area terminal dilakukan
pengamanandengan  pengendalian  danpemeriksaan  keamanan  oleh
Personelkeamanan penerbangan terhadap orang dan barang.

c. Pengamanan Daerah Umum (Public Area) merupakan tanggung jawabBandar
Udara, Personel keamanan penerbangan (aviation security) BandarUdara
Kuala Namu bekerjasamadengan Direktorat Pengaman Objek Vital dan
instansi  terkaitdalam  bidang  keamanan  danketertiban = dengan

melakukanpenilaian resiko, patroli dan kegiatanSecurity Awareness.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pengaturan Pengamanan objek vital nasional sekarang ini sudah mulai lebih
baik, dengandiberlakukannya ketiga peraturan tersebut. Sehingga dalam
pelaksanaannya didapatkan hasilpengamanan yang baik secara sistematis dan
teratur. Hasil pengamanan yang baik tidak lepasdari bentuk keberhasilan
kepolisian melaksanakan tugasnya.

Faktor Penghambat DirektoratPengamanan Objek Vital DalamPengamanan
Objek Wisataterhadap tindak pidanapencurian di Bandara Kuala Namu Kota
Medan diantaranya faktor sumber dayamanusia/kurangnya jumlahanggota
personil dan kurangnyapartisipasi masyarakat/pengelolaobjek vital, hambatan
menyangkut sarana dan prasarana Bandara Kuala Namu Kota Medan. Faktor
pendorong yang dilakukanDirektorat Pengamanan ObjekVital dalam
mengatasihambatan pengamanan objek vitalterhadap tindak pidanapencurian
di Kota Pekanbarudiantaranya adalah menigkatkanSDM/jumlah personil
kepolisiandan meningkatkan partisipasimasyarakat/pengelola objekwisata.
Peran Direktorat Pengamanan melakukan himbauankepada para penumpang

agar tidak menyimpan barang berhargamiliknya ke dalam bagasi, bekerjasama
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dengan pihak AngkasaPura maupun pihak Maskapai dengan memberikan
pengaman yang maksimal terhadap barang bagasi penumpang. Sedangkan,
pihak kepolisian menindak lanjuti setiaplaporan yang masuk dan menindak
tegas terhadap pelaku-pelakuyang tertangkap sesuai dengan peraturan yang

ada.

B. Saran

1. Diharapkan terhadap kebijakan pengaturan yang telahdiberikan ke depannya
agar segera dilakukansupaya persoalan yang sebelumnya terjadi tidakterulang
di masa yang akan datang dan akanberjalan dengan optimal. Seharusnya dalam
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang secara normatif disebutkan
bahwa pelaksana utama pengamanan Obvitnas adalah otoritas pengelola
obvitnas, namundalam hal back up pengamanan Polri itu sendiri Direktorat
Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), secara terpusat seharusnya
Direktorat Pengamanan melalui Biro Ops pada tingkat Polda sehingga
memudahkan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan tugas pokok serta
fungsinya.

2. Diharapkan kepada Direktur Pamobvit untuk menambah Sumber Daya
Manusia yang melaksanakan Pengamanan di Bandara danpenumpangharus
lebih waspada padabeberapa titik terlemah dari situasi dan kondisi bandara
dan pengelola pihak Angkasa Pura maupun pihak Maskapai untuk lebih

meningkatkan pelayanan dan keamanan.
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3. Diharapkan kepada semua pihakterkait, baik dari Direktorat Pengamanan
Objek Vital,masyarakat maupun pengelolatempat di Bandara Kuala Namu
Kota Medan untuk lebih meningkatkankoordinasi demi terciptanyakeamanan
dan kenyamananpengunjung.Kepada pihak pengelola bandara dan maskapai

penerbangandiharapkan untuk melakukan rekrutmen pegawai secara selektif.
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